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Abstrak
 

Tulisan ini menganalisis perkembangan obligasi biru di Indonesia dan potensi permasalahan yang mungkin

timbul akibat proses penerbitan obligasi biru di Pasar Obligasi Jepang. Selain itu, artikel ini juga

menjelaskan dampak dan risiko hukum dari penerbitan ini serta memberikan perbandingan singkat dengan

penerbitan obligasi biru yang dilakukan oleh Republik Seychelles, Republik Fiji, Bank of China, dan

Pemerintah Provinsi Hainan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Obligasi

biru merupakan obligasi berkelanjutan yang menggunakan konsep ekonomi biru yang termasuk dalam 17

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia telah menerbitkan obligasi biru di Pasar Obligasi Jepang

pada tahun 2023 untuk mendukung proyek-proyek yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi biru

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelautan. Namun

karena obligasi biru diterbitkan di Pasar Obligasi Jepang, maka penting untuk memastikan proses

penerbitannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan No.

215/PMK.08/2019 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di

Pasar Internasional dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun 2023. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dampak dan risiko hukum yang mungkin

timbul dari penerbitan obligasi biru tersebut. Selain itu, perbandingan singkat dengan penerbitan obligasi

biru yang dilakukan oleh negara dan lembaga lain dapat menunjukkan beberapa perbandingan mengenai

struktur obligasi biru, pihak-pihak yang terlibat, dan penggunaan dana obligasi biru tersebut sehingga

Indonesia dapat mengkaji dan meningkatkan kapasitasnya dalam hal ini. melakukan penerbitan obligasi biru

di masa depan. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pengujian lebih lanjut terhadap

obligasi biru, membuat kerangka kerja yang detail, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

......This article analyzes the development of blue bonds in Indonesia and the potential problems that could

arise due to the blue bond issuance process on the Japanese Bond Market. Apart from that, this article also

describes the legal impacts and risks of this issuance and provides a brief comparison with the blue bond

issuance carried out by the Republic of Seychelles, the Republic of Fiji, the Bank of China, and the Hainan

Provincial Government. This article was prepared using doctrinal research methods. Blue Bond is a

sustainable bond that uses the blue economy concept, which is included in the 17 Sustainable Development

Goals. Indonesia will issue Blue Bonds on the Japanese Bond Market in 2023 to support projects that pay

attention to blue economic growth as mandated by Law Number 32 of 2014 concerning Marine

Management. However, because Blue Bonds are issued on the Japanese Bond Market, it is important to

ensure that the issuance process complies with applicable regulations, such as Minister of Finance

Regulation No. 215/PMK.08/2019 concerning the Sale and Repurchase of Government Debt Securities in

Foreign Currency in International Markets and Law Number 28 of 2022 concerning the 2023 State
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Expenditure and Expenditure Budget. Apart from that, it is also important to know about the impact and

legal risks that could arise from the issuance of the blue bond. Apart from that, a brief comparison with blue

bond issuances carried out by other countries and institution can show several comparisons on the blue bond

structures, parties involved, and the use of proceeds of the blue bonds so that Indonesia can study and

increase its capacity in carrying out blue bond issuances in the future. Some ways are by carrying out further

testing of blue bonds, creating a detailed framework, and increasing compliance with applicable laws and

regulations.


